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BAB III 
GAMBARAN UMUM DAN WILAYAH PENELITIAN 
Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan RTLH ini di lakukan di 
Kabupaten Madiun, Maka dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi 
wilayah Kabupaten Madiun, serta deskripsi dari instansi-instansi terkait yang 
mengenai Implementasi Kebijakan RTLH di Kabupaten Madiun yaitu Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun, dan Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Madiun. Pertama Peneliti akan menjelaskan 
mengenai gambaran umum Kabupaten Madiun seperti kondisi geografis, 
administrasi, gambaran kondisi perekonomian, serta pemukiman di Kabupaten 
Madiun. Kedua peneliti akan menjelaskan mengenai profil dari Bappeda, dan 
Dinas Pekerjaan Umum yang di dalamnya termuat struktur organisasi, serta visi 
misi instasi.  
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MADIUN
Kabupaten Madiun ditinjau dari Pemerintahan yang sah, berdiri pada 
hari kamis tanggal 18 juli 1568. Melalui undang-undang Nomor 16 tahun 
1950 pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan provinsi Jawa 
Timur
49
.Sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun di dominasi oleh dataran 
rendah, meskipun ada beberapa kawasan yang terletak di daratan 
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tinggi.kondisi atau profil geografi Kabupaten Madiun dapat di jabarkan 
sebagai berikut : 
1. Aspek Geografi 
a) Karakteristik Lokasi dan Wilayah 
 Sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun di dominasi oleh dataran 
rendah, meskipun ada beberapa kawasan yang terletak di daratan 
tinggi,terdapat 2 (dua) gunung yaitu gunung lawu dan gunung Wilis. Wilayah 









48’38” Lintang selatan. Keseluruhan luas wilayah 
1.010,86 Km. kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 29 kabupaten di 
wilayah Provinsi Jawa Timur.  
 Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Madiun terbagi atas15 
wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi 
desa/kelurahan..pusat pemerintahan Kabupaten Madiun berada di Kecamatan 
Mejayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2010. Sebagian 
Gedung-gedung Pemerintahan sudah berada di wilayah Caruban yang 
merupkan bagian dari kecamatan Mejayan. 
Adapun batas administrasi Kabupaten Madiun sebagai berikut : 
1. Batas sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro 
2. Batas sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk 
3. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo 
4. Batas sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Ngawi 
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 Luas Kabupaten Madiun 1.010,86 Km2 persegi, secara administratif 
Kabupaten madiun terdiri dari 13 (tiga belas kecamatan) dan 8 (delapan) 
kelurahan, Kecamatan di kabupaten Madiun diantaranya kecamatan Dolopo, 
Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatn Gafangan, Kecamatan 
kare, Kecamatan Wungu, Kecamatan Nglames, Kecamatan Balerejo, 
Kecamatan Wonosari, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Mejayan, 
Kecamatan Saradan, Kecamatan Gemarang
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Tabel 3. 1Jumlah Luas Wilayah KecamatanDi Kabupaten Madiun 
No. Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan 
Luas Wilayah 
(Km2) 
1 Kebonsari 14 - 47,45 
2 Geger 19 - 36,61 
3 Dolopo 10 2 48,85 
4 Dagangan 17 - 72,36 
5 Wungu 12 2 45,54 
6 Kare 8 - 190,85 
7 Gemarang 7 - 101,97 
8 Saradan 15 - 152,92 
9 Pilangkenceng 18 - 81,34 
10 Mejayan 11 3 55,22 
11 Wonoasri 10 - 33,93 
12 Balerejo 18 - 51,98 
13 Madiun 12 1 35,93 
14 Sawahan 13 - 22,15 
15 Jiwan 14 - 33,76 
JUMLAH 198 8 1.010,86 
 Sumber: RPJMD Kabupaten Madiun 2013-2018 
 
 Posisi kabupaten Madiun merupakan posisi sangat strategis, karena 
terletak pada jalur transportasi antar kota dan antar propinsi, yaitu Propinsi Jawa 
Timur dan Jawa Tengah. Kabupaten Madiun merupakan salah satu dari 29 
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b) Potensi Pengembangan Wilayah 
  Kabupaten Madiun memiliki potensi pengembangan wilayah 
yang banyak. Pengembangan wilayah dilakukan secara terfokus agar aspek 
keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud secara 
bersama. Secara Administrasi Kabupaten Madiun terdiri dari 15 
kecamatan, 198 Desa dan 8 Kelurahan serta terbagi dalam 4 (empat) Sub 




1) SSWP-I adalah kawasan yang dipersiapkan menjadi bagian dari 
ibukota perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala Kabupaten 
serta pemukiman perkotaan. SSWP I merupakan pusat 
pengembangan Mejayan, meliputi : Kecamatan Mejayan, 
Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan 
Saradan dan kecamatan Balerejo.  
Fungsi Wilayah SSWP I adalah: 
a. Pusat Pemerintahan Kabupaten 
b. Pusat Perdagangan dan jasa skala Kabupaten 
c. Pusat Pelayanan umu skala Kabupaten 
d. Kawasan pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, 
kehutanan dan industri.  
2) SSWP-II adalah kawasan-kawasan yang menjadi wilayah limpahan 
dari Kota Madiun dengan fungsi utama sebagai kawasan 
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perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta pemukiman, meliputi : 
Kecamatan Jiwan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Madiun dan 
sebagian Kecamatan Wungu (Desa Sidorejo, Desa Munggut, Desa 
Pilangrejo, Desa Mojopurno, Desa Mojorayung, Desa Bantengan, 
Desa Tempursari, dan Desa Nglanduk). 
Fungsi wilayah SSWP II adalah : 
a. Pertahanan dan Keamanan 




f. Industri kecil 
3) SSWP-III adalah Kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi 
kawasan agropolitan, agrowisata, ekowisata dan agroforestry di ke 
Kabupaten Madiun, meliputi : Kecamatan Dolopo, Kecamatam 
Geger, Kecamatam Dagangan dan Kecamatan Kebonsari.  
Fungsi wilayah SSWP III adalah : 





f. Industri kecil pengolah hasil 
g. Kawasan lindung 
h. Pariwisata 
4) SSWP – IV adalah kawasan-kawasan yang direncanakan untuk 
pengembangan ekowisata dan fungsi lindung di Kabupaten  
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Madiun (Ecological City), meliputo : Kecamatan Kare, Kecamatan 
Gemarang dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Karangrejo, 
Desa Brumbun, Desa Kresek, Desa Wungu, Desa Nglambangan 
dan Desa Sobrah).  
Fungsi Wilayah SSWP IV adalah :  




e. Kawasan Lindung 
f. Pariwisata 
 
2. Aspek Demografi 
 
a. Jumlah Penduduk 
Penduduk kabupaten Madiun Pada Tahun 2015 tercatat 706.937 
jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk rata-rata 4.391 jiwa per 
tahun. Kepadatan penduduk kabupaten Madiun sebesar 699 
jiwa/Km². Jumalah penduduk laki-laki sebanyak 350.629 jiwa dan 
perempuan sebanyak 356.308 jiwa
53
. Berikut merupakan 
pertumbuhan penduduk di Kabupaten Madiun mulai tahun 2012 
hingga tahun 2015  
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1. 2012 669.088 
2. 2013 671.883 
3. 2014 673.988 
4. 2015 676.087 
Sumber: BPS Kabuapaten Madiun Tahun 2015 
Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 
Kabupaten Madiun setiap tahunnya mengalami kenaikan. Faktor 
yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain 
jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri 
dari penduduk datang dan penduduk pindah.  
a. Keagamaan di Kabupaten Madiun 
Penduduk kabupaten Madiun jika dilihat dari aspek 
keagamaan mayoritas penduduk beragama Islam, memeluk 
agama Kristen protestan, Katholik, dan Buddha. Walaupun umat 
islam merupakan mayoritas, kerukunan kehidupan beragama 
sangat terjaga di kabupaten Madiun. Pada tahun 2015 di 
kabupaten Madiunterdapat sarana ibadah antara lain 478 buah 
masjid, 3.628 langgar/mushola, 11 gereja, dan 3 vihara
54
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b. Potensi Perekonomian di Kabupaten Madiun 
Potensi ekonomi yang ada di kabupaten Madiun dapat 
digambarkan dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB), baik ditinjau atas dasar berlaku maupun atas dasar harga 
tahun dasar (konstan). Distribusi penduduk berdasarkan 
kelompok mata pencaharian yang ada di Kabupaten Madiun 
mayoritas didominasi penduduk pada mata pencaharian di bidang 
Pertanian, Kehutanan, perburuan dan Perikanan sebesar 182.422 
jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor Pertambangan dan 
Penggalian sebesar 218 jiwa, jumlah tersebut merupakan jumlah 
yang terkecil di banding dengan jenis pekerjaan yang lain. 
Tabel 3. 3Jumlah Jenis Pekerjaan Penduduk Kab. Madiun 






Kehutanan, Perburuan dan 
Perikanan 




- 218 218 
3. Industri 14.771 4.260 19.131 
4. Konstruksi 19.636 572 20.208 
5. 
Perdagangan, Rumah Makan 
dan Jasa Akomodasi 




8.162 2.921 11.083 
7. 
Lembaga Keuangan, Real 
Estate, Usaha Persewaan dan 





Jasa Kemasyarakatan, Sosial 
dan Perorangan 
24.669 11.313 35.982 
Jumlah 206.464 124.665 331.129 
Sumber: Kabupaten Madiun dalam Angka 2015 
c. Potensi Pendidikan di Kabupaten Madiun 
Bidang pendidikan kabupaten Madiun memilik sarana 
pendidikan atau sekolah yang berjenjang baik dari tingkat PAUD, 
TK, SLB, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. 
Tabel 3. 4Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Kab. Madiun tahun 
2013-2015 
Uraian 2013/2014 2014/2015 
SD 442 433 
Murid 52.787 59.148 
Guru 4.574 4.670 
SMP 44 45 
Murid 19.291 19.515 
Guru 1.496 1.532 
SMA 13 13 
Murid 6.460 526 
Guru 5.544 509 
Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Madiun 2015, diolah 
Kabupaten Madiun tidak hanya berfokus pada 
pembangunan saja, Pemerintah juga memberikan perhatiannya 
pada sektor pendidikan di Kabupaten Madiun, hal ini dibuktikan 
dengan dimilikinya sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah 
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menengah atas (SMA) pertambahan jumlah guru juga diharapkan 




B. PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN 
Pembangunan daerah erat kaitannya dengan peran Pemerintah daerah. 
Pada konteks pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki 
otoritas penuh untuk mengembangkan daerah Kabupaten Malang supaya lebih 
baik. Terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 
Madiun terdapat dinas-dinas yang memiliki tugas untuk melaksanakannya, 
sepertiBadan Perenanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan 
Umum. Kabupaten Madiun memiliki visi dan misi dari Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan acuan dalam pembangunan daerah. 
Visi dan Misi Kabupaten Madiunmenurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun 
Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Madiun tahun 2013-2018 memuat sebagai berikut: 
 
VISI: 
"KABUPATEN MADIUN LEBIH SEJAHTERA TAHUN 2018” 
Makna Visi :  
1) Memaknakan adanya Proses, yaitu peningkatan perekonomian rakyat, 
penguatan agrobisnis, penguatan ketahanan sosial, peningkatan kapasitas 
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ruang pengembangan dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan 
terpercaya 
2) Memaknakan adanya Upaya, yaitu meningkatkan Kualitas Kesejahteraan 
Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Meningkatkan Pendapatan 
Masyarakat, Meningkatkan Perluasan Lapangan Pekerjaan.  
3) Memaknakan adanya Wujud, yaitu Masyarakat hidup Dinamis, tentram 
dan terayomi, berdasarkan Prinsip hari esok lebih baik dari hari ini.  
MISI: 
1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN RAKYAT BERBASIS AGRO 
DAN BERWAWASAN BISNIS  
Tujuan : Terwujudnya pertanian maju berbasis petani berdaulat sehingga 
dapat sehingga dapat menggerakkan perdagangan, industri dan jasa 
berkembangan UMKM. 
2. PENINGKATAN SISTEM SOSIAL YANG DINAMIS, 
BERKEADILAN DAN BERBUDAYA 
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ketahanan 
sosial dan ketahanan keluarga, sehingga masyarakat dapat meningkatkan 
fungsi sosial dan ekonomi secara layak dan bermartabat serta 
dapatmemutus mata rantai kemiskinan berbasis kemandirian. 
3. PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DAN KELESTARIAN 
LINGKUNGAN HIDUP. 
Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human 
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resources), sehingga dapat mengingkatkan daya saing daerah melalui 
optimalisasi perkembangan sektoral dengan di dukung infrastruktur 
pembangunan, mengembangkan iklim investasi Dunia Usaha yang 
kondusif serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 
4. PENINGKATAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN 
TERPERCAYA 
Tujuan : Meningkatkan Kualitas SDM birokrasi dan menyelenggaraan 
Pemerintahan yang baik (good governance), demokratis da terpercaya, 
dalam sistem yang akuntabel, transparan, responsif, dan akomodatif 
terhadap masalah dan tantangan serta meningkatan peran dan partisipasi 




C. Profil Kemiskinan Di Kabupaten Madiun 
Masalah Kemiskinan menjadi salah satu persoalan mendasar yang 
menjadi pusat perhatian Pemerintah dimanapun tak terkecuali di Kabupaten 
Madiun. Pengukuran kemiskinan dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh 
dalam menggambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup 
orang miskin. Hal tersebut juga selaras dengan Program Bantuan Perbaikan 
RTLH dimana pengambilan data masyarakat miskin menjadi sangat penting 
untuk survey pendataan awal perencanaan. 
Terdapat dua indikator dalam menghitung jumlah kemiskinan yang 
pertama Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang merupakan ukuran rata-rata 
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kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis 
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran 
penduduk dari Garis Kemiskinan. KeduaIndeks Keparahan Kemiskinan (P2) 
yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara 
penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan 
pengeluaran diantara penduduk miskin. Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten 
Madiun pada tahun 2014 sebanyak 81.200 orang atau 12,04% dengan P1 : 1,58 
(tingkat kedalaman) dan P2 : 0,33 (tingkat keparahan) dengan garis kemiskinan 
sebesar Rp. 265.310/bulan/perkapita. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah 
penduduk miskin menjadi 84.240 orang atau 12,54% dengan P1 : 1,95 dan P2 : 
0,46 serta garis kemiskinan sebesar Rp. 277.092/bulan/kapita.Hal ini berarti 
angka kemiskinan dari tahun 2014 ke tahun 2015, terjadi kenaikan jumlah 
penduduk miskin sebanyak 0,5% kenaikan tingkat kedalaman sebesar : 0,39 dan 
kenaikan tingkat keparaha sebesar : 0,13, serta ada kenaikan garis kemiskinan 
sebesar : 4,44%  
 













2012 91.500 13,66 240.798 1,95 0,40 
2013 83.400 12,45 256.567 1,53 0,31 
2014 81.200 12,04 265.310 1,37 0,33 
2015 84.740 12,54 277.092 1,95 0,46 
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Sumber:BPS Kabupaten Madiun 2015 
Dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,5%, tingkat 
kedalaman 0,39 dan tingkat keparahan 0,46, ini menandakan ada penambahan 
jumlah orang miskin di Kabupaten Madiun Madiun pada tahun 2015, baik 
kualitas kedalaman maupun kualitas keparahannya. Dengan kenaikan garis 
kemiskinan sebesar 4,44%, ternyata masih belum dapat mengimbangi tingkat 
daya beli orang miskin di Kabupaten Madiun yang relatif masih stagan.  
Menurut data di lapangan, pada awal tahun 2015 angka Inflansi sebesar 2,66% 
merupakan faktor yang menyumbang tingkat daya belum yang tidak mengalami 
perbaikan.  Maka jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Madiun setiap 
tahunnya mengalami fluktuasi. 
Tabel 3. 6Komposisi Penduduk Tahun 2015 Menurut Jenis 
Pekerjaan 
 
No Jenis Pekerjaan Jumlah (Jiwa) 
1. Belum/ Tidak Bersedia 362.172 
2. Petani 126191 
3. Karyawan 682 
4. Wiraswasta 102.384 
5. Karyawan Swasta 82.147 
6. Buruh Harian Lepas 15.383 
7. PNS 9.451 
8. Guru 4.985 
9. Tenaga Medis 627 
10. Pedagang 4.579 
11. Perangkat Desa 1.142 
12 TNI/POLRI 3.722 




Sumber: Dinas Kependudukan Kab. Madiun 2015 
Diketahui berbagai macam pekerjaan masyarakat di Kabupaten Madiun 
yang berjumlah 719.277 jiwa. Pada poin pertama menjelaskan belum/ tidak 
bersedia yang berarti jumlah tersebut merupakan masyarakat yang belum 
bekerja atau pengangguran. Dan pada nomor 13 menjelaskan lainnya yaitu 
masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang tidak tetap.  
D. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 
Rumah tidak layak huni merupakan suatu hunian atau tempat tinggal 
yang tidak layak huni karna tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik 
secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni erat 
kaitannya dengan pemukiaman kumuh karena pada dasarnya di daerah 
permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat. 
Selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah 
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta 
kepribadian bangsa yaitu sebagai pusat pendidikan, keluarga peningkatan 
kualitas generasi ataupun sistem nilai yang ada. sehingga perlu dibina serta 
dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan 
masyarakat.Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang 
layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. 
Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi 
persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan dalam 
memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan 
pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Lingkungan yang 
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kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang tidak memadai dapat 
menyebabkan masalah sosial dan kesehatan. Pembangunan perumahan dan 
permukiman RTLH masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok yaitu 
Pertama, sejauh mana bantuan tersebut tepat sasaran atau kelayakan penerima 
bantuan (kevalidan). Kedua besaran bantuan yang diterima dirasa tidak 
sebanding dengan kebutuhan.Masalah ketiga yaitu terdapat Nama dari penerima 
bantuan tersebut telah meninggal, pindah dan bahkan sudah membangun atau 
memperbaiki sendiri rumahnya. Dimana pemerintah yang menangani sudah 
memasuki tahapan pelaksanaan. 
Pada dasarnya penyediaan tempat tinggal atau rumah di Indonesia adalah 
kewajiban perseorangan, negara dalam hal ini membantu akses masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan dasar perumahannya secara adil dan merata. 
Program ini muncul karena ketidakmampuannya masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan pokok berupa rumah tidak layak dan peningkatan salah satu hak-hak 
dasar masyarakat miskin dan penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten 
Madiun khususnya di bidang perumahan yang layak,  
Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain :  
1. Mewujudkan kenyamanan rumah dari kondisi RTLH beralih menjadi 
tempat tinggal atau rumah yang layak, nyaman, dan aman untuk di huni 
dan ditempati bagi masyarakat RTS di wilayah Kabupaten Madiun; 
2. Mengupayakan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar yaitu di bidang 
perumahan bagi Masyrakat miskin di wilayah Kabupaten Madiun;  
3. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten 
Madiun utamanya bagi RTS melalui kegiatan perbaikan RTLH. 
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4. Mendukung terwujudnya visi Kabupaten Madiun yaitu : “Kabupaten 
Madiun lebih sejahtera tahun 2018” 
 
 
AdapunKriteria Umum yang dilakukan Oleh Bappeda dalam awal 
perencanaan penetapan Calon Penerima bantuan yang nantinya akan masuk 
dalam databasetersebut yaitu sebagai berikut
56
: 
1. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku; 
2. Kepala keluarga/ anggota keluarga tidak mempunyai sumber 
mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi 
tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi 
kemanusiaan; 
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan 
untuk penduduk miskin seperti zakat; 
4. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk 
membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan 
kecuali tanah dan rumah yang ditempati; 
5. Memiliki rumah atas tanah milik sendiri yang dibutikan 
dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dari 
kelurahan/ desa. 
 
Disamping itu terdapat kriteria Khusus yang dilakukan oleh Dinas PU 
selaku tim pelaksana teknis dilakukan setiap awal tahun pelaksanaannya. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  
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sebagai pemberian bantuan yang bersifat stimulan, kriteria KhususRTLH 
ditetapkan berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 sebagai berikut: 
 
 
1. Kondisi Rumah harus memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut : 
a. Atap Atap terbuat dari rumbai, ijuk, genting tua dan rusaksehingga 
membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya; 
b. Dinding atau atap dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk, 
seperti : papan, ilalang, bambu yang dianyam/gedeg, dsb; 
c. dari triplek, gedeg atau sesek kayu; 
d. Luas lantai kurang dari 8 m² perkapita; 
e. Sumber air tidak sehat; 
f. Tidak mempunyai akses Mandi Cuci Kakus; 
g. Bahan bangunan yang rapuh; 
h. Tidak memiliki pencahayaan atau ventilasi udara; 
i. Tidak memiliki pembagian ruangan; 
j. Lantai dari tanah/ semen dalam kondisi rusak dan rumah lembab;  
k.  Rumah dalam kondisi rusak; 
2. Kondisi Lingkungan sebagai berikut :  
a. Lingkungan kumuh; 
b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar; 
c. Jalan sepatak tidak teratur; 
d. Letak rumah tidak teratur 
Berdasarkan uraian Kriteria Umum yang dilakukan Oleh Bappeda dan disusul 
dengan Kriteria Khusus yang dilakukan oleh Dinas Pu berbeda, hal ini dilakukan guna 
mengurangi resiko tidak tepat sasaran. Bilamana Calon Penerima Bantuan telah lolos 
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seleksi Kriteria Umum tetapi pada saat memasuki seleksi kriteria khusus tidak 
lolosmaka tidak akan dilanjutkan walaupun sudah lolos pada kriteria Umum. 
 
 
E. Profil Badan Perenanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun 
(BAPPEDA) merupakan salah satu lembaga daerah dari Pemerintah Kabupaten 
Madiun, dalan menetapkan visi wajib memperhatikan fungsi dan tugas 
pokoknya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 
pembangunan daerah dan statistik, maka dari itu Visi BAPPEDA Kabupaten 
Madiun yaitu :  
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
YANG STRATEGIS, MENUJU TERWUJUDNYA KABUPATEN MADIUN 
LEBIH SEJAHTERA 2018” 
Untuk mewujudkan visi tersebut, Bappeda kemudian menyusun misi 
yang merupakan penjabaran dari visi Bappeda yaitu 
57
:  
1. Melaksanakan perencanaan yang koordinatif, integratif, analisis, 
advokatif dan evaluatif dalam pelaksanaan pembangunan di bidang 
infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan tata Pemerintahan Daerah. 
2. Melaksanakan manajemen data dalam rangka pengendalian, evaluasi, 
pengembangan, dan akuntabilitas pembangunan daerah. 
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Sedangkan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut : 
1. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan; 
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan  Pembangunan 
daerah; 
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya; 
 Struktur organisasi dalam Bappeda berdasarkan tugasnya adalah sebagai 
berikut, Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, merencanakan, 
membina administrasi dan teknis, mengendalikan, mengkoordinasikan, serta 
mengevaluasi program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan daerah, 
penelitian dan statistik. 
 Sekretariat mempunyai tugas merencanakan mengkoordinasikan, 
melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana 
kerja Badan, urusan ketatausahaan Badan dan penyusunan laporan 
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Bidang 
perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas 
merumuskan, menyusun pendoman, mengendalikan, mengkaji, membina dan 
mengevaluasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah 
dan lingkungan hidup.  
Adapun berbagai bidang yang ada di Badan Perencanaan pembangunan 
daerah Kabupaten Madiun yaitu Bidang Infrastruktur dan Pengembangan 
mempunyai tugas menyusun pedoman, mengkaji, memfasilitasi, mengendalikan 
dan mengevaluasi data perencanaan sebagai bentuk upaya pengembangan. 
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang bertugas sebagai perumusan, 
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menyusun pedoman, membina, mengkaji, mengendalikan dan mengevaluasi 
perencanaan pembangunan di bidang ekonomi. Bidang Sosbud Pembangunan 
Manusia dan Masyarat yang bertugas sebagai membina, mengkaji, merumuskan, 
dan mengevaluasi pembangunan di bidang Pemerintahan sosial.Bidang 
Penglolaan dan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi yang bertugas sebagai 
menyusun pedoman, merumuskan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi 
perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan juga aparatur.Bidang 
Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun 
pedoman, mengkaji, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi. 
Visi Kedua dari Bappeda adalah melakukan perencanaan pembangunan 
yang berkelanjutan, salah satunya dapat melalukan dengan perencanaan dan 
pelaksanaan Kebijakan RTLH. Lebih lanjut dalam kaitannya dengan kebijakan 
bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ini, Bappeda berperan dalam 
merencanakan dan menyusunnya ke dalam peraturan daerah Kabupaten Madiun. 
Bidang yang secara langsung menangani kebijakan ini adalah Bidang Sosbud 
Pembangunan Manusia dan Masyarat 
 
F. Profil Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun 
merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Madiun yang pada saat penelitian ini 
dilaksanakan berlokasi di Kecamatan Mejayan. visi dari Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga dan Cipta Karya sendiri tidak terlepas dari salah satu visi Kabupaten 
Madiun yaitu “Kabupaten Madiun Lebih Sejahtera 2018” untuk itu maka Dinas 
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Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya menetapkan visi dan misinya 
guna mendukung visi dari Bupati Kabupaten Madiun yaitu Terciptanya 
Peningkatan Infrastruktur disetiap Kawasan dalam rangka mendukung 
terwujudnya Kabupaten Madiun lebih Sejahtera.  
Sedangkan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 
Kabupaten Madiun yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dari visi yang 
telah ditetapkan adalah sebagai berikut
58
 :  
1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kinerja aparatur yang lebih 
berkualitas. 
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 
infrastruktur pedesaan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat.  
3. Meningkatkan sarana penunjang pembangunan infrastruktur. 
4. Meningkatkan sarana infrastruktur daerah yang efisien dan 
berwawasan lingkungan.  
5. Meningkatkan sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai 
dan berdaya saing.  
Dinas Pekerjaan umum Pengairan dan Bina Marga memiliki tugas dan fungsi 
melaksanakan urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun 
struktur organisasi Dinas Pekerjaan umum Pengairan dan Bina Marga sebagai 
berikut : 
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Madiun. Bidang yang turut serta dalam proses penerapan adalah bidang 
perumahan dan pemukiman.  
